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PUTUSAN
Nomor : 0327/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,

sebagai “Penggugat” ;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai

“Tergugat “;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
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Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26
Nopember 2014 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkayang, dengan Nomor : 0327/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 08 Maret
2013;

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus
duda dengan 1 orang anak;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum
dikaruniai anak ;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik Penggugat kemudian berpisah;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013, keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan

karena:
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a. Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah di berikan kepada
Penggugat;;

b. Sikap egois Tergugat yang berlebihan, dimana kemauan Tergugat
harus selalu di turuti ;

c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dimana ketika
Penggugat sakit Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

d. Anak Tergugat juga bersikap kasar dan tidak sopan terhadap
Penggugat;

7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengancam untuk
membunuh Penggugat, dan bahkan Tergugat telah mengembalikan
Penggugat kepada orang tua Penggugat;

8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2014 yang disebabkan
Tergugat tersinggung ketika Penggugat menegur anak Tergugat;

9. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat
tinggal bersama dengan membawa serta anak Tergugat, namun 2 minggu
kemudian Tergugat datang kembali untuk mengajak Penggugat kumpul
kembali, namun Penggugat menolak;

10. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang
lebih 4 bulan, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi

nafkah untuk Penggugat;
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11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat
dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat,tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkayang cqg. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasanya, meskipun

menurut relaas panggilan nomor 0327/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 08
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Desember 2014 dan 18 Desember 2014 telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan

yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang,
tanggal 08 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) ;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut :

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, menikah 2 tahun lalu, namun tidak mempunyai anak. ketika
menikah Penggugat adalah janda sementara Tergugat adalah duda
mempunyai anak satu ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, namun setelah 3 bulan menikah sudah tidak
harmonis, sering bertengkar, disebebkan Tergugat tidak mempunyai

pekerjaan tetap, Tergugat suka mengungkit pemberiannya kepada
Penggugat dan suka pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan
sakit ;

- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi 5
bulan lalu, karena masalah anak. Tergugat tersinggung ketika
Penggugat menasehati anaknya ;

- Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat

sampai sekarang ;

[I: SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal

di Kota Singkawang, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah adik kandung Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, menikah pada tahun 2013 dan tidak mempunyai anak. ketika
menikah Penggugat adalah janda tanpa anak, sementara Tergugat

adalah duda mempunyai 1 anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, namun setelah 7 bulan menikah antara Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering pergi

meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 bulan lalu,
disebabkan masalah anak bawaan Tergugat.. selama pisah Penggugat
tinggal di rumahynya, sementara Tergugat tinggal di rumah orang

tuanya di Sungai Ruk, serta keduanya tidak ada tanda akan rukun lagi ;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak

berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap

ingin bercerai dan mohon putusan.
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita
acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari’at Islam, maka
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak
dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal 82 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Penggugat

dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P)
yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti
(P) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi
Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan
pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan
demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang
telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 30/06/111/2013, tanggal 08 Maret 2013 dengan demikian
Maijelis menilai Penggugat mempuyai legal standing untuk mengajukan perkara
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa latar belakang gugatan Penggugat didasarkan atas
alasan pada pokoknya rumah tangga yang dirasakan harmonis setelah menikah

hanya berjalan sampai bulan Agustus 2013 setelah itu tidak harmonis,
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penyebabnya karena Tergugat suka mengungkit pemberian kepada Penggugat,
Tergugat mempunyai sipat egois, dan kurang perhatian kepada Penggugat,
yaitu ketika Penggugat sakit, Tergugat malah pergi meniggalkan Penggugat.
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dengan
demikian Tergugat tidak hendak mempertahankan atau membela haknya
sekaligus dianggap Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh
karenanya pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadiran
Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar
keterangan dua orang saksi yang merupakan orang tua serta adik kandung
Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan didapat
fakta bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan pokok penyebab ketidak

harmonisan serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan
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Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, disamping itu anak dari Tergugat
tidak dapat dinasehati, apabila dinesehati maka Tergugat tersinggung serta
Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap Penggugat, sehingga Penggugat
sudah tidak sanggup untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga
bersama Tergugat. Dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling
berkesesuaian dengan dalil gugat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi
yang dihadirkan berikut keterangannya menurut hemat Majelis telah memenuhi
unsure maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga suami isteri
adalah hal yang sangat sensitive sehingga jarang seorang suami atau isteri
menceritakannya kepada orang lain, meskipun kepada orang tua sendiri, oleh
karenanya ketidak tahuan saksi tentang penyebab keretakan rumah tangga
atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dimaklumi, namun
walaupun demikian saksi-saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah setidaknya sudah 4 bulan, tanpa ada indikasi akan rukun
kembali, dengan demikian terbukti ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat
disebabkan sikap Tergugat yang tidak dapat menjalankan pungsinya sebagai
suami juga kepala keluarga, terlebih Tergugat tidak dapat mendidik anak
bawaannya dalam kehidupan berumah tangga bersama Penggugat yang
akhirnya menjadi pemicu pertengkaran sehingga antara Penggugat dan

Tergugat berpisah dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
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keadaan demikian menurut hemat Majelis sudah memenuhi maksud Pasal 19
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun
telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta
beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan
tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.ll, halaman 55 yang untuk
selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

&bl wli] 5z ans sl o)lss ol SSan S5 0l

Artinya : Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau

gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa juga disebutkan didalam kitab Ghoyatul Marom
sebagai berikut :
aill ol ade §lb ez ) a2 i)l &t o s il 3l

Artinya : “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak,

karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan” ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Peraturan
Perundang- Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 24 Desember
2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H. oleh kami Drs.
SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI
ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi
MUJAHID, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan
dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.
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HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

TTD
TTD

1. MUHAMMAD REZANI, S.HI Drs. SANUSI

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD
MUJAHID, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat :Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,-
4. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-
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